Menimbang

Mengingat

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
YANG BERKAITAN DENGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

: bahwa sehubungan dengan telah diberlakukannya ketentuan

peraturan perundang-undangan tentang Desa, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan
Daerah yang Berkaitan dengan Desa;

1.

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 32), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Repubik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Repubik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan,;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerabh,;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun
2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
DAERAH YANG BERKAITAN DENGAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.

2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan desa.

5. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang
diterima dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.



BAB II
PENCABUTAN
Pasal 2

Beberapa Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Desa

meliputi:

1. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

2. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001
tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa;

3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Susunan
Organisasi Pemerintahan Desa;

4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sumber
Pendapatan dan Kekayaan Desa; dan

5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Alokasi
Dana Desa;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB III
PENUTUP
Pasal 3

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua

peraturan pelaksanaan dari:

1. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

2. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001
tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa;

3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Susunan
Organisasi Pemerintahan Desa;

4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sumber
Pendapatan dan Kekayaan Desa; dan

5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Alokasi
Dana Desa;

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 8 Desember 2016

BUPATI PAMEKASAN,

ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 8 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH

KABUPAﬂ PAMEKASAN,
2

ALWI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2016 NOMOR 12
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 386-8/2016



